
 

 

 
 

 
 

BUPATI  JEPARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR        7      TAHUN 2013 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 17 
TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH 

KABUPATEN JEPARA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI JEPARA, 

 

 
Menimbang :  a.  bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada 

masyarakat serta pemberdayaan perangkat daerah untuk 

dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan urusan 
sebagaimana yang diharapkan, maka dipandang perlu 
untuk dilakukan penyesuaian dalam organisasi perangkat 

daerah yang ada di Kabupaten Jepara;  
 

 b. bahwa dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi 
Dan Peningkatan Pelayanan Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja 
Dan Transmigrasi yang berkaitan dengan Tenaga Kerja, 

maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis sehingga perlu 
mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Jepara; 

 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara;  

 
 

Mengingat :  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  

 
  3.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844);  

   
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);  

 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593);  
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737);  
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  
 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan;  

 
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Nomor 2 );  

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 ); 

 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 ); 

 
 



Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 
 

dan 
 

BUPATI JEPARA 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA                    
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA 

KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JEPARA. 
 

 
Pasal  I 

 
Ketentuan Pasal 28, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Jepara ( Lembaran  Daerah  Kabupaten  Jepara Tahun 2010  Nomor 17, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 ) diubah sebagai 

berikut : 

 

Pasal 28 
 

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, terdiri 

dari :  

1.  Kepala Dinas;  

2.  Sekretariat, membawahkan:  

a.  Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi;  

b.  Sub Bagian Keuangan;  

c.  Sub BagianUmum Dan Kepegawaian.  

3.  Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahkan : 

a.  Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial;  

b.  Seksi Rehabilitasi Dan Pelayanan Sosial.  

4.  Bidang Hubungan Industrial  Dan Pengawasan Tenaga Kerja, 

membawahkan :  

a.  Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;  

b.  Seksi Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja;  

5.  Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 

membawahkan :  

a.  Seksi Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja;  

b.  Seksi Pelatihan Dan Produktifitas Tenaga Kerja;  

c.  Seksi Transmigrasi.  

6.  UPTD 

7. Kelompok Jabatan Fungsional.  

 



(2) Bagan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Jepara. 
 

 

 
 Ditetapkan di Jepara 

pada tanggal  8  Juli  2013 
 

BUPATI  JEPARA, 

 
Cap  ttd 

 

 
AHMAD MARZUQI 

 
 
 

Diundangkan di  Jepara 
pada tanggal 8  Juli  2013 
 

SEKRETARIS  DAERAH 
KABUPATEN JEPARA, 

 
Cap  ttd 

 

 
SHOLIH 

 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2013 NOMOR 7 

 
 
SALINAN SESUAI DENGAN NASKAH ASLINYA 

 

  KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN JEPARA 

Cap  ttd 
 

MUH NURSINWAN, SH,MH 

NIP.19640721 1986031013 

 



 
 

PENJELASAN 

 

 ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 

NOMOR  7        TAHUN 2013 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 17 

TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH 

KABUPATEN JEPARA 

 
 
I.  PENJELASAN UMUM.  

 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 

Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 

Jepara ini ditujukan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Jepara, perubahan ini terfokus pada susunan organisasi di 

lembaga tersebut yaitu dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.  

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, dimana ketenagakerjaan adalah salah satu urusan yang 

menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota.  

Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Dearah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Meneri 

Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 

Organisasi Perangkat Daerah maka perubahan organisasi perangkat daerah 

ini pada prinsipnya adalah menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan 

mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kemampuan 

keuangan daerah.  

Dengan demikian, atas terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas 

sebagai unsur pelaksana pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 

Kabupaten Jepara dan demi lebih mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat dibidang ketenagakerjaan maka  tugas-tugas operasional dapat 

berjalan lancar, bermutu, berdayaguna dan berhasilguna. 

 
 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.  

 
Pasal 28 
 

Cukup jelas 
 

 



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR....6..... 
 

 



UPTD 

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR      TAHUN 2013 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

JEPARA NOMOR 17 TAHUN 2010  TENTANG ORGANISASI DAN TATA 
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

------------------------------------------------------------------------- 

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN JEPARA

SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN EVALUASI

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

.

SEKRETARIAT

SEKSI

BIMBINGAN PENYULUHAN

SOSIAL

SEKSI

REHABILITASI DAN PELAYANAN

SOSIAL

BIDANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI

PENGAWASAN TENAGA KERJA

SEKSI

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

SYARAT KERJA

BIDANG

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN

PENGAWASAN TENAGA KERJA

SEKSI

PENEMPATAN DAN PERLUASAN

KESEMPATAN KERJA

SEKSI

PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

TENAGA KERJA

SEKSI

TRANSMIGRASI

BIDANG

PENEMPATAN, PELATIHAN,

TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

.

KEPALA

.

 

BUPATI JEPARA, 

 

AHMAD MARZUQI 

 

JABATAN FUNGSIONAL 
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